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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 ayat (1) 

Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan 

mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD); yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya, dan memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.  

Rancangan KUA pada dasarnya adalah rencana tahunan ekonomi makro 

yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan 

Nasional, kebijakan pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa urutan 

perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
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pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD).  

Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan maka 

program/kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatifnya merupakan suatu hal yang 

harus diacu dan ditaati sampai dengan penyampaian rancangan KUA dan 

rancangan PPAS ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah 

Laut.   

Dengan kondisi tersebut maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan RKPD merupakan suatu 

hal yang harus dicermati, ditelaah, dan dibahas secara seksama agar dalam 

pelaksanaannya menjadi benar-benar baik dan mengakomodir semua kebutuhan 

yang riil, rasional, dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Dokumen RKPD berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi 

Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang setelah dibahas bersama 

dengan DPRD akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif 

dan Legislatif sebagai dasar penyusunan RAPBD, dan merupakan Bagian dari MCP 

KPK. 

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rancangan 

KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 karena sampai penyusunan rancangan KUA 

ini Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 masih belum 

terbit.  
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Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 

memuat kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

untuk setiap urusan pemerintahan daerah, yang disertai dengan proyeksi 

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan 

yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan dimaksud diselaraskan 

dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 

mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok 

kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

1.2  Tujuan  

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 yang meliputi arah kebijakan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan secara umum bertujuan untuk memberikan 

panduan sekaligus rambu-rambu bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan 

dan belanja daerah di Kabupaten Tanah Laut, yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang rancangan pokok-pokok kebijakan yang 

memuat sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah kabupaten pada tahun 2025; 

2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan pembangunan pada 

tahun 2025 agar berdaya guna dan berhasil guna; 

3. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

4. Sebagai acuan kegiatan pelayanan dasar secara memadai dan bermanfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

5. Meminimalkan resiko fiskal demi kesinambungan pembiayaan berbagai 

program, kegiatan dan sub kegiatan; 

6. Sebagai alat analisis secara kualitatif asumsi-asumsi dasar ekonomi makro 

yang mempengaruhi APBD dalam tahun berkenaan; 

7. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kebijakan pendapatan dan belanja 

berdasarkan urusan pemerintah daerah serta berdasarkan program, kegiatan 

dan sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD); dan 
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8. Sebagai pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. 

 

1.3 Dasar Hukum 

Dasar hukum Penyusunan KUA APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 

Anggaran 2025   adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 

di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat 

Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik 

Inonesia Tahun 2023 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 12 Tahun 2022); 

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026; 

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. 
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BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka 

implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, 

yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah dan kebijakan yang diambil 

dalam menyusun proyeksi rencana keuangan daerah Tahun 2025 serta kebutuhan dan 

sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan tahun 2025. 

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai 

prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi 

tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah 

tahun 2025  dapat dicapai sesuai dengan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

diharapkan. 

 

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) adalah dalam rangka Peningkatan ekonomi dan 

Sumber daya Manusia yang berdaya saing. Arah kebijakan ekonomi daerah 

Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah 

kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2025. Dengan memperhatikan capaian indikator perekonomian di kabupaten 

Tanah Laut selama lima tahun terakhir, serta melihat potensi ekonomi dari 

berbagai hal terkait pencapaian target pembangunan dimasa yang akan datang, 

selain itu kebijakan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai 

permasalahan dan tantangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan kondisi dasar yaitu: (1) 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang 

kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 
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Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagai salah satu indikator 

penting guna menganalisa pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, 

memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi, yang 

berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun 

peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi 

tidak tercipta. disamping itu, stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan 

pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut 

di atas tidak secara otomatis menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan 

yang dinikmati oleh masyarakat luas. Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan 

merata memerlukan pembangunan ekonomi inklusif yang bisa dinikmati lebih 

banyak orang dan berkeadilan. 

Adapun perkembangan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut secara makro 

dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : pertumbuhan ekonomi, struktur 

perekonomian, PDRB per kapita, indeks gini, persentase penduduk miskin dan indek 

pembangunan manusia. 

 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi 

makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan 

suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju 

pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut 

mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen, sedangkan pada tahun 2022 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 

5,12 Persen Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional 
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bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan 

pada tahun sebelumnya di tahun 2021 yang mana berada diposisi 3,45 

persen. Hal ini karena Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling 

besar pada tahun 2022 yaitu 13,64 persen. 

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan 

sesuai data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 Provinsi Kalimantan 

Selatan berada diangka 4,84%. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut 

masih berada di bawahnya, dimana pertumbuhan ekonomi Nasional pada 

tahun 2023 mencapai 5,05%. 

Sebagaimana telah disebutkan diatas untuk Arah kebijakan ekonomi 

daerah pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD 

2024-2026) dengan melihat potensi ekonomi dari berbagai hal terkait 

pencapaian target pembangunan di masa yang akan datang maka 

beberapa kebijakan perlu disiapkan, diantaranya : 

2.1.1.1  Perubahan basis ekonomi 

Ketergantungan yang besar pada hasil eksploitasi alam akan 

menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam memperhatikan 

kualitas lingkungan serta keterbatasan dalam potensi yang 

dimilikinya, sehingga perlu diupayakan kedepan Kabupaten Tanah 

Laut memiliki basis ekonomi yang berdasarkan pada potensi alam 

yang dimiliki dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Perlu disiapkan 

kesepakatan dan perangkat kebijakan yang mendukung perubahan 

dari basis ekonomi primer menjadi basis ekonomi sekunder dan 

tersier untuk pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. 
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2.1.1.2  Pertanian dan Industri 

Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil 

pertanian adalah dengan cara peningkatan nilai tambah salah satu 

caranya adalah menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku 

indutri yang terdapat pada daerah tersebut. Industri pengolahan 

makanan yang bahan bakunya berasal dari wilayah setempat, 

selain mampu menggerakkan ekonomi juga mampu melibatkan 

banyak aktor ekonomi local sehingga memungkinkan penciptaan 

angka pengganda yang tinggi. Perangkat kebijakan yang diperlukan 

adalah mendorong suasana kondusif bagi kegiatan investasi dalam 

pengembangan industri pengolahan hasil pertanian agar lebih 

mendorong para investor baik lokal maupun nasional untuk 

masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu diperlukan 

seperangkat kebijakan untuk mendukung kegiatan investasi di 

bidang industri melalui penyiapan infrastruktur pendukung untuk 

membantu kegiatan industri dalam mencapai tingkat efisiensi 

dalam berusaha. 

2.1.1.3 Upaya peningkatan perhatian pada kualitas lingkungan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas ekonomi selalu 

bersinggungan dengan menurunnya kualitas lingkungan sekitar 

jika tidak ditangani dengan benar. Upaya meningkatkan aktivitas 

industri dalam upaya peningkatan nilai tambah perlu disertai 

dengan kebijakan lingkungan. Mitigasi resiko atas kegiatan-

kegiatan industri yang akan memberikan kontribusi bagi 

peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan harus diidentifikasi 

sejak dini. Seperangkat aturan, baik yang berisi tentang kewajiban 

dan dukungan pemerintah daerah terkait masalah lingkungan 

harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak. 
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2.1.1.4 Pemanfaatan dan optimalisasi Pelabuhan Laut 

Saat ini Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Pelabuhan 

Laut dengan status pengumpan lokal dan sedang diupayakan 

untuk meningkat menjadi pelabuhan Pengumpul. Jika pelabuhan 

laut di Kabupaten Tanah Laut benar – benar terealisasi 

sebagaimana rencana yang telah disusun, maka pemanfaatannya 

harus benar – benar direncanakan dengan baik. Dengan adanya 

peningkatan status Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut 

diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi 

Kabupaten Tanah Laut dan berfungsi sebagai pintu masuk 

maupun keluar bagi semua barang /produk baik faktor produksi 

maupun hasil industri bagi Kabupaten Tanah Laut maupun juga 

bagi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena 

itu, untuk mewujudkannya diperlukan dukungan kelengkapan 

Infrastruktur ekonomi yang berkualitas sebagai penghubung 

/penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan peningkatan 

Infrastruktur dan ketersediaan sarana diharapkan mampu 

mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan 

infrastruktur yang lengkap disuatu wilayah dapat digunakan 

sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan karena 

hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain 

untuk berkembang. 

2.1.1.5 Menjaga daya beli masyarakat 

Komponen terpenting dalam perekonomian Kabupaten 

Tanah Laut adalah tingginya konsumsi rumah tangga. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat masih 

mendominasi aktivitas ekonomi, sehingga kemampuan daya beli 

masyarakat harus dipertahankan agar komponen konsumsi ini 

tetap mampu memberikan dukungan pada ekonomi daerah. Oleh 
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karena itu kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

daya beli masyarakat sangat diperlukan. Kebijakan ini dapat 

melalui pencapaian pendapatan per kapita yang meningkat, 

kebijakan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), kebijakan 

pengamanan ketersediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat 

melalui penataan logistik yang sesuai, dan lain sebagainya. 

2.1.1.6  Peningkatan peran perbankan 

Perbankan yang memainkan peran penting dalam 

perekonomian perlu diberikan porsi yang lebih besar agar lebih 

berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi sektoral. 

Melalui aktivitas perbankan, baik peningkatan sisi simpanan 

masyarakat (dana pihak ketiga) maupun penyaluran melalui 

kredit akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Maka 

dibutuhkan pendekatan yang sesuai agar perbankan memberikan 

perhatian dan dukungan bagi perekonomian di Kabupaten Tanah 

melalui penyaluran kredit pada sector – sector yang menjadi 

tulang punggung perekonomian misalnya industry dan pertanian. 

Dengan melihat potensi daerah Kabupaten Tanah Laut 

melalui beberapa kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan 

ekonomi pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,80 - 5,80%. 

 

2.1.2 Struktur Perekonomian 

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya 

manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada 

struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah 

distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral 

menunjukkan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam 
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kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar 

persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor 

tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut.  

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan 

besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan 

menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan 

daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor 

ekonominya 

Perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor 

pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 34,30% pada 

tahun 2022. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut 

adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada kurun waktu 

lima tahun terakhir, distribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2022 sebesar 15,58%, menurun dari tahun 2021 yang mana distribusinya 

sebesar 18,03%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena 

distribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Distribusi 

sektor ini juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada 

tahun 2022, kontribusi mencapai 10,50%, menurun dari 2021 distribusinya 

sebesar 12,10%.  

Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan 

perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun 

non formal, diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja sehingga 

angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 

berkisar 3,45%. 

 

2.1.3 PDRB per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan 

gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk 

selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini 
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merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat 

kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau 

per capita income.  Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di 

suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan 

dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara 

membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan 

besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di 

suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB perkapita Kabupaten Tanah 

Laut cenderung meningkat setiap tahunnya, baik untuk PDRB ADHB. Pada 

tahun 2018 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 36,037 

juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp 52,678 juta. 

Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap 

tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di 

Kabupaten Tanah Laut. Namun PDRB Per Kapita Kab. Tanah Laut masih 

berada di bawah PDRB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 60,08 juta 

dan PDRB Per Kapita Nasional yaitu Rp 71 juta pada tahun 2022. 

Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap 

tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di 

Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan 

pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 

jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk 

Kabupaten Tanah Laut lebih produktif. 

 

2.1.4 Indeks Gini 

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan 

pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada 

kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang 

membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk.  

Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 
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0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, 

apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin 

tinggi.  

Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) Gini Ratio>0,5 yang 

menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidak merataan 

tinggi, (b) Gini Ratio 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan 

dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) Gini Ratio<0,3 yang 

menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan 

rendah. 

Sepanjang periode 2018-2022, nilai gini rasio Kabupaten Tanah Laut 

cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai gini rasio adalah sebesar 0,23, 

kemudian nilai gini rasio naik menjadi 0,28 pada tahun 2019. Pada tahun 

2020 mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2021 mengalami 

penurunan kembali menjadi 0,232, dan naik Kembali menjadi 0,263 pada 

tahun 2022.  

Selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini 

di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang 

menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten 

Tanah Laut tingkat ketidak merataannya rendah.  

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi 

Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut menjadi Kabupaten terendah 

ketiga wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi 

pendapatannya dengan ketidak merataan yang rendah pada tahun 2022. 

Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kota Banjarbaru sebesar 

0,341, kemudian Kabupaten Tabalong yaitu sebesar 0,337, disusul 

Kabupaten Kota Baru sebesar 0,331. 

Pada Tahun 2025 indeks gini di Kabupaten Tanah Laut diharapkan 

tidak lebih dari 0,259 – 0,171. 
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2.1.5 Persentase penduduk miskin 

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah 

penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama 

yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi 

permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin 

jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada 

tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut mengalami 

penurunan sebesar 13.541 jiwa dari sebelumnya yang sebesar 15.864 jiwa 

atau apabila dilihat dari persentasenya penduduk miskin di tanah laut 

Tahun 2022 adalah 3,86 persen atau turun sebesar 0,71 digit dari 

sebelumnya yang sebesar 4,57 persen. 

Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada 

pada urutan terendah ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan 

Selatan. Persentase angka kemiskinan terendah dimiliki oleh Kabupaten 

Banjar, dan persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan 

persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting 

untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, 

yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap-P1) dan 

Indeks Keparahan (Poverty Severity Index-P2). Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk dari garis kemiskinan.  

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) 

digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. 

Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena 
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semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Hal ini menandakan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin 

cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda 

ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut 

pada tahun 2018-2022 terjadi penurunan indeks dari 0,14 menjadi 0,061, 

yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut 

memiliki kecenderungan untuk menurun dalam lima tahun terakhir. 

Pada Tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut 

diproyeksikan berkisar 3,35%. 

 

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia 

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia 

senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif 

perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia.  

Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk 

memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (people-centered 

development). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the 

ultimated end), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana 

(principal means) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara 

praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan 

manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek 

pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan 

rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan 

dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap 
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mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai 

saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia 

dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia. 

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif 

mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, 

sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah 

tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangunan kualitas hidup manusia. Perkembangan angka 

IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja 

pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM 

suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori 

menurut UNDP, yaitu: 

(1) IPM ≥ 80 termasuk kategori sangat   tinggi; 

(2) 70 ≤ IPM < 80 termasuk kategori tinggi;  

(3) 60 ≤ IPM < 70 termasuk kategori sedang; dan 

(4) IPM < 60 termasuk kategori rendah; 

Selama tiga tahun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk 

perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif 

yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020, IPM 

Kabupaten Tanah Laut adalah 69,38, tahun 2021 sebesar 69,87,dan tahun 

2022 sebesar 70,35.  

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut 

pada tahun 2022 berada pada posisi 7 dari 13 kabupaten/kota yang ada. 

Dengan posisi yang berada di kategori tersebut, maka Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM 

tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang 

pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat 

dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut.  
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Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri posisi pertama ditempati oleh 

Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 79,68, diikuti Kota Banjarmasin 

sebesar 77,97, dan Kabupaten Tabalong sebesar 73,13 

Pada Tahun 2025, IPM di Kabupaten Tanah Laut diproyeksikan 

berkisar 73,50%. 

 

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 

sistem yang terintegrasi dengan menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi 

pemerintah Daerah) yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD 

memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka 

melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan keuangan 

daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun 

berdasarkan money follow program, berbasis money follow function dimana 

pendekatan penganggaran lebih fokus pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan 

yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional serta dapat 

memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas 

fungsi pokok SKPD. 

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan (a) keterpaduan antara 

perencanaan dan penganggaran, (b) konsistensi dan sinkronisasi program baik 

vertikal maupun horisontal, dan (c) program, kegiatan dan Sub kegiatan yang 

disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang 

dihadapi digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah, Urusan pemerintahan wajib yang menjadi 

kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. 
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Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip 

anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah 

norma dan prinsip tersebut, meliputi: 

2.1.2 Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran 

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, 

bersih dan bertanggung jawab sekaligus sebagai instrumen evaluasi 

pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi 

yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat 

dari suatu program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan. 

2.1.3 Disiplin Anggaran 

Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, 

penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu 

pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. 

2.1.4 Keadilan Anggaran 

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak 

dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan 

masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya 

secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat 

dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam 

pemberian pelayanan 

2.2.4  Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara 

optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan 

secara jelas dan terarah, baik tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan 
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yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan/sub kegiatan yang 

diprogramkan. 

Agar alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan setiap 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka 

kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 

3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS; 

4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan; 

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 

manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Secara lebih rinci mengenai kebijakan keuangan daerah yang meliputi: 

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan 

pembiayaan daerah akan disajikan pada bab-bab selanjutnya dari rancangan KUA 

ini.  
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BAB III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

 

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 

Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 harus memperhitungkan berbagai 

kondisi dan memperhatikan arah kebijakan Rencana Penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sebagaimana telah disampaikan 

oleh Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2024 

mengenai kerangka ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM 

PPKF) Tahun 2025. 

Fokus dari kebijakan Fiskal tahun 2025 adalah untuk akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well being atau kesejahteraan dan 

Konfergensi kesejahteraan dan kemajuan antar Daerah, Hilirisasi Transformasi 

Hijau, Pembangunan Infrastruktur, SDM Unggul, Inklusifitas dan reformasi 

Birokrasi dengan Komitmen menjaga defisit di bawah 3 % untuk disiplin APBN agar 

terjaga dan meningkatkan kualitas serta stabilitas dalam menjalankan program 

pemerintahan baru. 

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi keberlanjutan ekspansi 

ekonomi Nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator 

Ekonomi Makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 

Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar 5,3 - 5,5 persen; 

2. Tingkat inflasi ditargetkan pada kisaran 1,5 – 3,5 persen; 

3. Nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp16.000 per dolar AS; 

4. Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun berkisar 6,9 – 7,3 

persen; 
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5. Harga Minyak mentah Indonesia berkisar USD 75 – USD 85 perbarel dengan 

tingkat Lifting Minyak bumi berkisar 580 ribu – 601 ribu barel per hari 

6. Lifting gas bumi berkisar 1.004 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak perhari 

7. Target pendapatan Negara diperkirakan mencapai 12,14% - 12,36 PDB 

8. Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan 14,59% 

- 15,18% dari PDB 

9. Defisit anggaran Negara diperkirakan 2,45 – 2,85 persen 

10. Tingkat kemiskinan berkisar 7,5 – 8,5 persen; 

11. IPM ditetapkan menjadi 73,31 – 73,49; 

12. Gini rasio (Indeks) pada kisaran 0,375 - 0,378; 

13. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 - 6,0 persen; 

14. Nilai tukar petani 105-107; 

15. Nilai tukar nelayan 107-108; 

Asumsi-asumsi di atas ditetapkan dalam rangka menjaga Dinamika 

perekonomian terkini dan prospek perekonomian kedepan, serta agenda 

pembangunan berkelanjutan di era pemerintah baru.  

Selain itu Tantangan yang menjadi perhatian untuk APBN Tahun 2025 

kedepan adalah kondisi ekonomi global diperkirakan masih mengalami ketidak 

pastian hal ini dipengaruhi oleh Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

(USD) yang terus naik, Kinerja Saham di bursa menunjukan tren penurunan, 

konflik Geopolitik yang terjadi di dunia semangkin meningkat selain itu faktor 

perubahan iklim dikarenakan banyaknya bencana yang timbul diakibatkan 

perubahan iklim disisi lain perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan 

(artificial intelligence/AI) ageing population di Negara-negara maju serta tren 

ekonomi hijau tidak hanya memberikan sumber sumber pertumbuhan ekonomi 

bagi Indonesia di masa depan, melainkan juga mengandung tantangan dalam 

mengelola potensi disrupsi yang menyertainya   
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3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 

Salah satu asumsi yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2025 di tingkat regional adalah tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa 

secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok 

masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. 

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana 

barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau 

turunnya daya jual mata uang suatu negara.  

Menurut Bank Indonesia, inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi 

penawaran (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan 

dari ekspektasi inflasi.  

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan 

barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, 

kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau 

permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian 

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi 

ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi 

berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen 

per tahun).  

Berdasarkan asumsi pada Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025, laju 

inflasi masih mempengaruhi ditargetkan pada kisaran 1,5 - 3,5% diakibatkan 

karena Kebijakan Moneter secara global yang diperkirakan masih akan ketat dalam 

waktu yang relatif lama (high for longer) dengan adanya potensi kenaikan inflasi 

akibat konflik geopolitik dan pulihnya aktivitas ekonomi global. 

Dalam rancangan RAPBN pemerintahan baru nanti belum ada informasi 

untuk rencana memberikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara namun 

kompensasi tunjangan hari raya dan tunjangan untuk pendidikan pada tahun 

anggaran 2025 masih dianggarkan yaitu pembayaran gaji ke 13 dan Tunjangan Hari 

Raya (THR). Berkaca dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2024 
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untuk tambahan penghasilan PNS/tunjangan kinerja sebagai komponen gaji ke 13 

dan THR, sebagai salah satu upaya untuk pemulihkan ekonomi nasional. 

Keseluruhan komponen belanja pegawai pada kelompok belanja operasi 

juga ditambah dengan acress sebesar 2,5% dari anggaran tahun lalu, sebagai 

antisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji karena 

penambahan anggota keluarga di luar acress untuk antisipasi mutasi ASN dari luar 

daerah.  

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan KUA ini antara lain: 

1. Pendapatan Daerah yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2024 tercapai dan 

terealisasi 100 % (seratus persen) 

2. Belanja Daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2024 setelah 

terealisasi di kisaran 90 % (Sembilan puluh persen) 

3. Dana Alokasi Khusus, baik Fisik maupun Non Fisik tidak dicantumkan karena 

masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI setiap Tahun 

Anggaran. 

4. Alokasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum dicantumkan masih 

menunggu informasi resmi dari kementerian keuangan RI setiap tahun 

anggaran. 

5. Sudah termasuk pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan PORPROV Tahun 

2025 di Kabupaten Tanah Laut. 

6. Alokasi Perhitungan belanja Pegawai maksimal 30 % dari total Belanja dan 

sudah memperhitungkan kenaikan belanja pegawai sebesar 8% dan Accres 2,5 

% untuk antisipasi kenaikan pangkat dan berkala. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas 

yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

  

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 

Anggaran 2025 

Kebijakan pendapatan Tahun 2025 didasarkan pada target pendapatan 

yang terdapat pada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

Anggaran 2025 serta rencana pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 

2024 sampai dengan 2026 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat 

ini.  

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan 

perencanaan pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian dalam 

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:  

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya; 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi 

daerah harus memperhatikan potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Tanah 

Laut serta pertumbuhan ekonomi; 

3. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah yaitu mendukung pemulihan dunia usaha 

dan optimisme melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk untuk 

percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi; dan 

4. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto. 
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Pendapatan Daerah terdiri atas:  

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2. Pendapatan Transfer 

a. Transfer Pemerintah Pusat 

1) Dana Perimbangan; 

a) Dana Transfer Umum. 

(1) DBH; dan 

(2) DAU 

b) Dana Transfer Khusus 

(1) DAK Fisik; dan 

(2) DAK Non Fisik. 

2) Dana Insentif Daerah; 

3) Dana Otonomi Khusus; 

4) Dana Keistimewaan; dan 

5) Dana Desa. 

b. Transfer Antar Daerah 

1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 

2) Bantuan Keuangan. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

a. Hibah; 

b. Dana Darurat; 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

Perlu dilakukan kebijakan pendapatan yang mengarah kepada peningkatan 

pendapatan utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai upaya 
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meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dengan 

pemerintah pusat, adapun strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan 

daerah adalah: 

1. Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) 

yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan 

potensi pendapatan asli daerah; dan 

3. Optimalisasi pendapatan daerah dengan terus mengupayakan pelaksanaan 

Transaksi Non Tunai. 

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh 

dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut: 

1. Menyusun regulasi tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024; 

2. Melaksanakan penyusunan kajian terkait potensi pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan; 

4. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh dana 

APBN; 

5. Optimalisasi pemanfaatan Tappingbox (alat yang dipasang dirumah – rumah 

makan untuk memantau transkasi penjualan) sebagai sarana untuk 

menghitung pajak untuk rumah makan; 

6. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan terutama berkenaan dengan 

Transaksi Non Tunai; 

7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak daerah; 

8. Pendapatan retribusi dilakukan perhatian dan peningkatan pengawasan; 

9. Meningkatkan kualitas BUMD; 

10. Meningkatkan pelayanan perijinan;  
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11. Meningkatan kualitas SDM; dan 

12. Mempercepat pembangunan infrastruktur. 

Selain kebijakan di atas, dalam penyusunan KUA ini juga terdapat beberapa 

kebijakan teknis yang diterapkan untuk setiap kelompok pendapatan, sebagai 

berikut : 

1. Pendapatan asli daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dengan 

memperhatikan kebijakan sebagai berikut : 

a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6886) 

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data 

potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan 

asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 

c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, 

pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan Ektensifikasi dan 

intesifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut 

merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib 
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pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan 

berbasis teknologi.  

d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan 

paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan 

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. 

e. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak 

rokok sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak 

masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program 

jaminan kesehatan nasional. 

f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan 

sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

Asumsi makro yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari 

kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh 

tingkat perekonomian Kabupaten Tanah Laut; 

b. Perekonomian diasumsikan kembali beranjak normal pada tahun 2025; 

c. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi 

konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut; dan 

d. Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, 

mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya 

perekonomian. 
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2. Pendapatan Transfer 

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat 

dan pemerintah daerah lainnya, dianggarkan dengan memperhatikan kebijakan 

sebagai berikut :  

a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi 

DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan.  

c. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi 

resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal 

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan 

DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. 

d. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas DBH-

Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, 

dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 

dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh 

Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun 

Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun 

Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, 

dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang 

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) 

tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 
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(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan 

Tahun Anggaran 2021. 

e. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-

SDA), yang terdiri dari:  

− DBH-Kehutanan;  

− DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;  

− DBH-Pertambangan Minyak Bumi;  

− DBH-Pertambangan Gas Bumi;  

− DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan  

− DBH-Perikanan;  

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 

2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 

2025, yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan 

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, 

diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun 

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) 

tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan 

Tahun Anggaran 2021. 

f. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada 

pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yang diuraikan:  

− DAK Fisik; dan  

− DAK Non Fisik.  

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer 
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Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan.  

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah 

bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana 

Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian 

Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus 

langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025. 

g. Penganggaran DAK Non Fisik dalam bentuk Dana BOS untuk Satuan 

Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun 

Anggaran 2025 dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. 

h. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan 

untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian 

kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai 

dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana 

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan 

melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah 

ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah 

Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan 

dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan 
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alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 

dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

i. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana 

Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 

belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, 

maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran 

Dana Desa Tahun Anggaran 2024. 

j. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan 

angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

k. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah 

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak 

Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. 
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain 

pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian 

objek. 

b. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau 

luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak 

mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai 

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima 

maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. 

d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan 

Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2025, terkait dengan pendapatan daerah 

disusun dengan asumsi: 

▪ Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 terealisasi 100% atau lebih. 

▪ Tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan, 

seperti pembatalan Perda yang berkaitan dengan pendapatan; 

▪ Kondisi perekonomian yang relatif stabil;  

▪ Penganggaran PAD memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi yang 

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAD tahun-tahun 

sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan 
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masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah, serta Pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional maupun daerah. 

▪ Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung berdasarkan 

potensi masing-masing jenis pajak dan bukan pajak yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. Disamping itu juga harus memperhatikan perhitungan 

jumlah lebih salur dan/atau kurang salur. Sedangkan DAU diasumsikan sama 

dengan yang diterima pada Tahun Anggaran 2024. 

▪ Alokasi DAK dan DID belum dicantumkan dalam Rancangan KUA dan PPAS 

APBD Tahun Anggaran 2025. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Tahun 

Anggaran 2025 digambarkan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp236,099,344,372.00  yang terdiri 

dari Pajak Daerah Rp84,338,350,482.00 Retribusi Daerah 

Rp114,266,145,848.00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Rp16,000,000,000.00 serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Rp21,494,848,042.00. 

b. Pendapatan Transfer diprediksi sebesar Rp1,625,808,401,508.00 terdiri dari : 

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,489,617,496,100.00 

dengan rincian: 

a) Dana Perimbangan, Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil 

Pajak/Sumber Daya Alam Rp774,190,687,100.00. 

b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Rp604,872,411,000.00. 

c) Dana Desa diprediksikan sebesar Rp110,554,398,000.00. 

2) Pendapatan Transfer antar daerah dalam bentuk pendapatan bagi hasil dari 

provinsi sebesar Rp136,190,905,408.00. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dianggarkan. 

Dengan demikian maka total pendapatan daerah yang diproyeksikan pada 

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,861,907,745,880.00. 
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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan Unsur 

Pendukung Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, 

sementara urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4 

(empat) kelompok belanja, yaitu: 

1. Kelompok belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek; 

2. Kelompok belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; 

3. Kelompok belanja tidak terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya; dan   

4. Kelompok belanja transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah 

daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah desa. 

Adapun struktur belanja secara rinci adalah sebagai berikut:  

1. Belanja Operasi: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa 
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c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Subsidi; 

e. Belanja Hibah; dan 

f. Belanja Bantuan Sosial. 

2. Belanja Modal: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:  

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

3. Belanja Tidak Terduga. 

4. Belanja transfer: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

 

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah 

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 

2025, sebagai berikut: 

a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja 

pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan 

kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada partai politik dan belanja 

barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional 

rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan/sub 

kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang 

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada 

tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah 

belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan 

untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD. 



39 
 

b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, 

akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait. 

c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal 

yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada 

program penguatan pembangunan perdesaan. 

e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama 

untuk antisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana 

sosial. 

f. Belanja daerah pada setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan 

peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan 

pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang layak. 

h. Belanja daerah mendukung program /kegiatan strategis yang terkait dengan 

agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan 

daerah. 

 

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi 

Kebijakan belanja pegawai, antara lain: 

a. Besarnya penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN, serta tambahan 

penghasilan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan 

tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya 

serta tunjangan kinerja/tambahan penghasilan ASN ketiga belas dan 

hari raya. 
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b. Penganggaran belanja pegawai dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, 

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan 

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari 

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan di luar acress 

untuk antisipasi mutasi ASN dari luar daerah. 

d. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN 

daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Rertibusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, 

pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN 

yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan 

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 
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Kebijakan belanja barang dan jasa, antara lain: 

a. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah 

dianggarkan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden 

Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan 

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa. 

b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa dalam rangka 

melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah 

c. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan 

dalam rangka: (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, (2) 

penghargaan atas suatu prestasi, (3) beasiswa kepada masyarakat, (4) 

penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah 

milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek 

strategis nasional dan non proyek strategis nasional, dan (5) TKDD yang 

penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Kebijakan hibah, antara lain: 

a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan 

lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 
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tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap 

tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

b. Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 

dan ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan 

Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat adapun hibah yang 

diberikan bisa dalam bentuk Uang dan atau barang sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 

c. belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai 

politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran 

belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka 

penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah, 

sementara hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang 

yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, 

pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan 

keolahragaan non profesional. 

e. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun 

Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek berkenaan. 

f. Daftar penerima hibah tercantum dalam lampiran rancangan KUA ini. 

Kebijakan bantuan sosial, antara lain:  

a. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, 
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dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan 

manfaat untuk masyarakat, baik yang direncanakan (sudah jelas nama, 

alamat penerima dan besarannya) maupun yang tidak direncanakan. 

b. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk 

kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan, dengan tidak melebihi pagu alokasi 

anggaran yang direncanakan. 

c. Belanja bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga dan/atau 

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat 

dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 

d. Belanja bantuan sosial diberikan kepada lembaga non pemerintah 

bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk 

melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. 

e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 

hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus 

mempedomani Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta perubahannya. 

f. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD 

Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. 
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g. Daftar penerima bantuan sosial tercantum dalam lampiran rancangan 

KUA ini. 

 

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal 

Kebijakan belanja modal, antara lain: 

a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada 

APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan 

pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 

b. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut (1). 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2). digunakan 

dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3). batas minimal 

kapitalisasi aset 

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya 

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi 

aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan 

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja 

dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan 

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip 

efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel 

dengan mengutamakan produk dalam negeri. 

e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga     

Kebijakan belanja tidak terduga, antara lain: 

a. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 

Anggaran 2024 serta kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh 

pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk 

mendanai kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat, tidak biasa atau 

tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat 

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak 

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 

2025. 

b. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban 

APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah 

tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan dan perundangan 

yang berlaku.  

 

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer    

Kebijakan belanja bagi hasil, antara lain: 

a. Belanja bagi hasil yang dialokasikan untuk pemerintah desa ditetapkan 

minimal sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah yang akan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut pada tahun 2025. 

b. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak 

daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir 

Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun 

Anggaran 2025. 
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Kebijakan belanja bantuan keuangan, antara lain:   

a. Penganggaran bantuan keuangan kepada kepada pemerintah desa 

didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan 

membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak 

tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah daerah. 

b. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya 

diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa 

penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal 

dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks 

kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan 

indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang 

bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah 

pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja 

program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

penerima bantuan. 

c. Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada 

pemerintah desa sebesar Rp165.487.571.772,00 atau 12% (dua belas 

persen) meskipun berdasarkan aturan paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK dalam bentuk Alokasi 

Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu pemerintah kabupaten memberikan 

bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 
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d. Pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

merencanakan untuk memberikan ADD kepada pemerintah desa 

Minimal sebesar 10%. 

 

5.1.5 Kebijakan Pembangunan Daerah 

Untuk menciptakan sinergi pembangunan, RKPD Tahun 2025 sebagai 

dasar penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 disusun 

berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan 

prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. 

Arahan bagi pembangunan Nasional tahun 2025, Pemerintah Pusat 

telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 

sebagaimana disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yaitu “Akselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut 

dijabarkan dalam 3 Penekanan yakni. 

1. SDM Berkualitas “SDM Berdaya Saing dan Produktif”. 

2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan “Pertumbuhan Ekonomi yang 

Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, 

dan Penciptaan Produk Rumah Lingkungan”. 

3. Infrastruktur Berkualitas “Infrastruktur Peningkatan Produktivitas”. 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat 

mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal 

Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui 

akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan 

tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan 

dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan 

kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah 

lingkungan. 
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Adapum Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan tema 

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 

Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yakni: 

1. Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan 

Hak Asasi Manusia (HAM); 

2. Prioritas Nasional 2. Menetapkan system pertahanan keamanan negara 

dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada pangan, 

Energi, Air, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; 

3. Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan 

Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong 

Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta 

Mengembangkan Agromaritim Industi di Sentra Produksi Melalui Peran 

Aktif Koperasi. 

4. Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, 

Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda 

(Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. 

5. Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan 

Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah 

di Dalam Negeri. 

6. Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk 

Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. 

7. Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan 

Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 

Narkoba, Judi dan Penyelundupan. 

8. Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang 

harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan 

Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil 

dan Makmur. 
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Selain prioritas Nasional, prioritas lain yang juga harus diperhatikan 

adalah Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. 

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum 

di dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah 

“Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana 

Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang 

Logistik Kalimantan”. Tema tersebut memiliki makna penting yang diwakili 

3 kata kunci (key words), yaitu:  

(1) Pemantapan Daya Saing Daerah: Menunjukkan pentingnya daya saing 

daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, 

pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk 

mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai 

gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  

(2) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana: meningkatkan kuantitas dan 

kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, 

pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya, dan  Hal ini 

bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi 

barang/jasa dalam kegiatan logistik,  

(3) Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan: mengembangkan 

Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan 

menjadi titik penting dalam rantai pasok regional, memfasilitasi 

pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan. 

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki 

makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 

bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung 

pembangunan ekonomi inkslusif dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan 

potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui 



50 
 

peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung. 

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan 

merumuskan lima prioritas pembangunan antara lain: 

1. Prioritas Daerah 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan 

Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi 

Berkelanjutan. 

2. Prioritas Daerah 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

Unggul dan Berdaya Saing. 

3. Prioritas Daerah 3: Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi. 

4. Prioritas Daerah 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi. 

5. Prioritas Daerah 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

untuk Mendukung Ketahanan Bencana. 

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan 

daerah, dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas 

pembangunan baik di tingkat nasional, di level provinsi, maupun dengan 

dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan 

hasil penyelarasan tersebut dan analisa isu-isu strategis permasalahan 

pembangunan daerah serta pencapaian pembangunan di Kabupaten 

Tanah Laut pada Tahun 2025 diarahkan pada tema/agenda pembangunan 

yaitu “Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya 

Saing” yang dirumuskan dalam 4 prioritas pembangunan, yakni. 

1. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia. 

2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi. 

3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 

4. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup. 

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 

merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2025, juga 
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untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2025.  

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 

merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2025, juga 

untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2025. Keterkaitan antara prioritas nasional, 

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan 

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. 

Berdasarkan prioritas pembangunan di atas, maka arah kebijakan 

dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan Tahun 2025, 

adalah: 

1. Prioritas 1 Pemantapan daya saing sumber daya manusia dengan 

sararan: 

1. Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan. 

2. Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan. 

3. Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga. 

4. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan. 

2. Prioritas 2 Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi dengan 

sasaran: 

1. Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan. 

2. Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. 

3. Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan. 

4. Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata. 

5. Meningkatnya Investasi Daerah. 

6. Meningkatnya Kemandirian PPKS. 

7. Meningkatnya Ketahanan Pangan. 

8. Menurunnya Tingkat Pengangguran. 

9. Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. 
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3. Prioritas 3 Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup dengan sasaran: 

1. Meningkatnya Pembangunan Infrastuktur yang Berkualitas 

2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 

4. Prioritas 4 Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance) dengan sasaran: 

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan 

dari Pemerintah. 

4. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. 

 

5.1.6 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau 

kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan 

yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat 

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk 
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mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur 

pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur 

kekhususan. 

Urusan pemerintahan daerah harus diselaraskan dan dipadukan 

dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain 

terdiri atas: (1) pelayanan umum; (2) ketertiban dan keamanan; (3) 

ekonomi; (4) perlindungan lingkungan hidup; (5) perumahan dan fasilitas 

umum; (6) kesehatan; (7) pariwisata; (8) pendidikan; dan (9) perlindungan 

sosial. 

Belanja daerah menurut organisasi harus disesuaikan dengan 

susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan harus 

disesuaikan dengan urusan kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Program dan kegiatan rinciannya paling sedikit 

mencakup: (1) target dan sasaran; (2) indikator capaian keluaran; dan (3) 

indikator capaian hasil. 

Adapun klasifikasi belanja menurut urusan wajib pelayanan dasar, 

yaitu: 

1. Pendidikan; 

2. Kesehatan; 

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 

6. Sosial; 

Sementara klasifikasi belanja menurut urusan wajib bukan 

pelayanan dasar, yaitu: 

1. Tenaga kerja; 

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
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3. Pangan; 

4. Pertanahan; 

5. Lingkungan hidup; 

6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil; 

7. Pemberdayaan masyarakat desa; 

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

9. Perhubungan; 

10. Komunikasi dan informatika; 

11. Koperasi, usaha kecil dan menengah; 

12. Penanaman modal; 

13. Kepemudaan dan olahraga; 

14. Statistik; 

15. Persandian; 

16. Kebudayaan; 

17. Perpustakaan; dan  

18. Kearsipan. 

Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: 

1. Kelautan dan perikanan; 

2. Pariwisata; 

3. Pertanian; 

4. Kehutanan; 

5. Energi dan sumber daya mineral; 

6. Perdagangan; 

7. Perindustrian; dan 

8. Transmigrasi. 

Dan terakhir klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan fungsi 

penunjang, mencakup: 

1. Perencanaan; 

2. Keuangan; 
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3. Kepegawaian; 

4. Pendidikan dan pelatihan; 

5. Penelitian dan pengembangan; dan 

6. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (antara lain: administrasi pemerintahan dan 

pengawasan). 

Adapun klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan 

susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pada 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, SKPD yang akan melaksanakan belanja 

dalam bentuk program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan masing-

masing tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang akan melaksanakan 7 program, 

16 kegiatan dan 134 sub kegiatan; 

2. Dinas Kesehatan yang akan melaksanakan 5 program, 8 kegiatan dan 86 

sub kegiatan; 

3. Balai Laboraturium Kesehatan yang akan melaksanakan 2 program, 6 

kegiatan dan 9 sub kegiatan; 

4. Instalasi Farmasi Kesehatan yang akan melaksanakan 1 program, 3 

kegiatan dan 7 sub kegiatan; 

5. RSUD Hadji Boejasin yang akan melaksanakan 4 program, 15 kegiatan 

dan 32 sub kegiatan; 

6. RSUD K. H. Mansyur Kintap yang akan melaksanakan 3 program, 8 

kegiatan dan 20 sub kegiatan; 

7. UPTD Puskesmas Angsau yang akan melaksanakan 1 program, 2 

kegiatan dan 2 sub kegiatan; 

8. UPTD Puskesmas Batakan yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 9 sub kegiatan; 

9. UPTD Puskesmas Bati – Bati yang akan melaksanakan 1 program, 3 

kegiatan dan 3 sub kegiatan; 
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10. UPTD Puskesmas Asam – Asam yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 5 sub kegiatan; 

11. UPTD Puskesmas Bumi Makmur yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 6 sub kegiatan; 

12. UPTD Puskesmas Jorong yang akan melaksanakan 1 program, 4 kegiatan 

dan 5 sub kegiatan; 

13. UPTD Puskesmas Kait – Kait yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 5 sub kegiatan; 

14. UPTD Puskesmas Kintap yang akan melaksanakan 1 program, 3 kegiatan 

dan 4 sub kegiatan; 

15. UPTD Puskesmas Padang Luas yang akan melaksanakan 1 program, 3 

kegiatan dan 5 sub kegiatan; 

16. UPTD Puskesmas Panyipatan yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 6 sub kegiatan; 

17. UPTD Puskesmas Pelaihari yang akan melaksanakan 1 program, 2 

kegiatan dan 2 sub kegiatan; 

18. UPTD Puskesmas Sungai Cuka yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 6 sub kegiatan; 

19. UPTD Puskesmas Sungai Riam yang akan melaksanakan 1 program, 5 

kegiatan dan 7 sub kegiatan; 

20. UPTD Puskesmas Tajau Pecah yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 5 sub kegiatan; 

21. UPTD Puskesmas Tambang Ulang yang akan melaksanakan 1 program, 4 

kegiatan dan 4 sub kegiatan; 

22. UPTD Puskesmas Takisung yang akan melaksanakan 1 program, 2 

kegiatan dan 2 sub kegiatan; 

23. UPTD Puskesmas Tanjung Habulu yang akan melaksanakan 1 program, 5 

kegiatan dan 8 sub kegiatan; 
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24. UPTD Puskesmas Tirtajaya yang akan melaksanakan 1 program, 5 

kegiatan dan 11 sub kegiatan; 

25. UPTD Puskesmas Kurau yang akan melaksanakan 1 program, 5 kegiatan 

dan 7 sub kegiatan; 

26. UPTD Puskesmas Durian Bungkuk yang akan melaksanakan 1 program, 

4 kegiatan dan 5 sub kegiatan; 

27. UPTD Puskesmas Bentok Kampung yang akan melaksanakan 1 program, 

4 kegiatan dan 4 sub kegiatan; 

28. UPTD Puskesmas Panggung yang akan melaksanakan 1 program, 5 

kegiatan dan 6 sub kegiatan; 

29. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang akan 

melaksanakan 12 program, 26 kegiatan dan 91 sub kegiatan; 

30. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

beserta UPT yang akan melaksanakan 17 program, 33 kegiatan dan 65 

sub kegiatan; 

31. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan 

melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan; 

32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan melaksanakan 2 

program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan; 

33. Dinas Sosial yang akan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 73 sub 

kegiatan; 

34. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian beserta UPT yang akan 

melaksanakan 10 program, 25 kegiatan dan 73 sub kegiatan; 

35. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan melaksanakan 8 program, 

21 kegiatan dan 58 sub kegiatan; 

36. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akan melaksanakan 9 

program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan; 



58 
 

37. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan melaksanakan 4 

program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan; 

38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan melaksanakan 4 

program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan; 

39. Dinas Perhubungan beserta UPT yang akan melaksanakan 8 program, 18 

kegiatan dan 40 sub kegiatan; 

40. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan 

melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan; 

41. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan yang akan melaksanakan 

10 program, 18 kegiatan dan 41 sub kegiatan; 

42. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan 

melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan; 

43. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang akan melaksanakan 4 program, 

16 kegiatan dan 58 sub kegiatan; 

44. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan melaksanakan 5 program, 

16 kegiatan dan 37 sub kegiatan; 

45. Dinas Pariwisata yang akan melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 

37 sub kegiatan; 

46. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang akan 

melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan; 

47. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan melaksanakan 5 

program, 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan; 

48. Sekretariat Daerah yang akan melaksanakan 2 program, 8 kegiatan dan 

33 sub kegiatan; 

49. Sekretariat DPRD yang akan melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 

43 sub kegiatan; 

50. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang akan 

melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 46 sub kegiatan; 
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51. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan melaksanakan 

3 program, 12 kegiatan dan 58 sub kegiatan; 

52. Badan Pendapatan Daerah yang akan melaksanakan 2 program, 8 

kegiatan dan 33 sub kegiatan; 

53. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

akan melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan; 

54. Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan 3 program, 10 kegiatan 

dan 35 sub kegiatan; 

55. Kantor Kecamatan Bajuin beserta yang akan melaksanakan 6 program, 

12 kegiatan dan 32 sub kegiatan; 

56. Kantor Kecamatan Bati - Bati yang akan melaksanakan 6 program, 11 

kegiatan dan 28 sub kegiatan; 

57. Kantor Kecamatan Batu Ampar yang akan melaksanakan 6 program, 12 

kegiatan dan 32 sub kegiatan; 

58. Kantor Kecamatan Bumi Makmur yang akan melaksanakan 5 program, 

11 kegiatan dan 24 sub kegiatan; 

59. Kantor Kecamatan Jorong yang akan melaksanakan 6 program, 12 

kegiatan dan 29 sub kegiatan; 

60. Kantor Kecamatan Kintap yang akan melaksanakan 5 program, 10 

kegiatan dan 31 sub kegiatan; 

61. Kantor Kecamatan Kurau yang akan melaksanakan 6 program, 12 

kegiatan dan 29 sub kegiatan; 

62. Kantor Kecamatan Pelaihari beserta Kelurahan yang akan melaksanakan 

16 program, 49 kegiatan dan 129 sub kegiatan; 

63. Kantor Kecamatan Panyipatan yang akan melaksanakan 6 program, 12 

kegiatan dan 34 sub kegiatan; 

64. Kantor Kecamatan Takisung yang akan melaksanakan 6 program, 12 

kegiatan dan 37 sub kegiatan; dan 
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65. Kantor Kecamatan Tambang Ulang yang akan melaksanakan 6 program, 

12 kegiatan dan 33 sub kegiatan; 

66. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan melaksanakan 6 program, 

12 kegiatan dan 38 sub kegiatan. 

 

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak 

Terduga 

Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2025, terkait dengan belanja daerah 

disusun dengan asumsi: 

▪ Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 terealisasi 100% atau lebih. 

▪ Belanja yang ditargetkan pada tahun 2024 terealisasi dikisaran 90%. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka proyeksi belanja daerah Tahun Anggaran 

2025 digambarkan sebagai berikut: 

a. Belanja Operasi diprediksi sebesar Rp1.590.537.311.252,00, yang terdiri dari: 

Belanja Pegawai Rp797.113.006.730,00, Belanja Barang dan Jasa 

Rp677.706.461.624,00, Belanja Subsidi Rp254.250.000,00, Belanja Hibah 

Rp98.450.792.898,00, dan Belanja Bantuan Sosial Rp17.012.800.000,00. 

b. Belanja Modal diprediksi sebesar Rp395.905.855.263,00 terdiri dari: Belanja 

Modal Tanah Rp305.412.500,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Rp60.823.538.567,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Rp133.058.618.209,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

Rp200.061.863.487,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp145.132.500,00 

dan Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.511.290.000,00. 

c. Belanja Tidak Terduga diprediksi sebesar Rp25.000.000.000,00. 

d. Belanja Transfer diprediksi sebesar Rp286.253.310.631,00, yang terdiri dari: 

Belanja Bagi Hasil Rp9.221.340.859,00 dan Belanja Bantuan Keuangan 

Rp277.031.969.772,00. 

Dengan demikian maka total belanja daerah yang diproyeksikan pada Tahun 

Anggaran 2025 sebesar Rp2.297.696.477.146,00. 
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BAB VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup 

defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit 

anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan 

untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.  

Pembiayaan merupakan bagian yang penting dalam Struktur APBD. Ada beberapa 

penerimaan maupun pengeluaran daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai 

pendapatan maupun belanja, yang karenanya harus dianggarkan dalam pembiayaan 

daerah. 

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. 

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar 

dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait 

dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun 

pemanfaatan potensi-potensi daerah.  

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup 

defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman 

atau penerimaan piutang 

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah 

pada Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan 

APBD. 
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6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah adalah 

menjamin ketersediaan dana dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan 

sub kegiatan di tahun 2025 karena proyeksi pendapatan untuk Tahun Anggaran 

2025 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami 

defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan.  

Ada 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil 

Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling 

memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai 

adalah melalui SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.  

Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA 

merupakan hal yang logis, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut cukup besar, baik karena pelampauan target pendapatan, terjadinya 

penghematan belanja maupun karena masih adanya akumulasi dari SILPA (Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan) dari tahun-tahun 

sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang dan dapat dioptimalkan pada 

APBD Tahun Anggaran 2025. 

Selain SiLPA, sumber penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 

berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Tanah Laut atas pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan 

dan bunga 0% untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM. 

Pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar 

Rp485.788.731.266,00, yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp475.788.731.266,00, 

dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 

Rp10.000.000.000,00.  
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Adapun rincian penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 secara 

keseluruhan, adalah sebagai berikut: 

1. SILPA Tahun Anggaran 2023 setelah digunakan untuk menutup defisit pada 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp109.755.650.613,00. 

2. Perkiraan Efesiensi/Penghematan Belanja dan/atau pelampauan target 

pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp366.033.080.653,00. 

3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 

Rp10.000.000.000,00. 

Sehingga total penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp485.788.731.266,00 

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Kebijakan daerah berkaitan dengan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 

2025 diproyeksikan sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian penggunaan 

sebagai berikut:  

1. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 

sebesar Rp50.000.000.000,00. 

Berkenaan dengan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Selatan, apabila sampai dengan pengambilan persetujuan 

bersama atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 Peraturan Daerahnya masih 

belum ditetapkan, maka alokasi penyertaan modalnya akan dihilangkan dari 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Pembiayaan netto, sebagai selisih lebih antara penerimaan pembiayaan 

dikurang pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp435.788.731.266,00 

dan digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar minus 

Rp435.788.731.266,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah 

Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. 
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BAB VII 

STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Dalam upaya pencapaian atas proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2025 tidaklah mudah, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi guna 

meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, antara lain: 

1. Penyusunan perencanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah belum 

optimal; 

2. Sumber daya manusia yang belum memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi 

dalam meningkatkan pendapatan daerah (belum memiliki juru sita, pemeriksa pajak, 

pejabat penilai/appraisal); 

3. Database pajak daerah dan retribusi daerah belum termutakhirkan secara 

keseluruhan dan belum terintegrasi secara penuh; 

4. Setting tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang sebagian sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan ekonomi daerah; 

5. Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah; 

6. Pelayanan yang masih belum optimal; dan 

7. Belum optimalnya kinerja BUMD. 

Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, dan mengamati perkembangan 

pembangunan serta melihat permasalahan yang ada maka upaya-upaya yang akan 

dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah, antara lain: 

1. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dalam rangka menindaklanjuti lahirnya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

2. Tengah disusun Peraturan Bupati Tanah Laut dalam rangka menindaklanjuti 

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah; 

3. Telah dilaksanakan penelitian dan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
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4. Ditahap Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan besaran 

tarif pada Peraturan Daerah; 

5. Peningkatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada BUMD; 

6. Menambah penyertaan modal kepada BUMD; 

7. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan; 

8. Mengupayakan perbaikan terhadap fasilitas obyek retribusi; 

9. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 

10. Melaksanakan Penegakan peraturan daerah; 

11. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah; 

12. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan 

pentingnya  pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 

13. Melakukan bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah; 

14. Melakukan penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan; 

15. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan 

prima; 

16. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi 

dengan harapan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat; 

17. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan;  

18. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk 

mendapatkan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi; 

19. Upaya Melakukan Transaksi Non Tunai pada setiap penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

20. Berkoordinasi dengan Bank Kalsel selaku RKUD untuk menyiapkan kanal-kanal dan 

fitur dalam rangka pencapaian digitalisasi transaksi; 

21. Bekerja sama dengan bank selain RKUD sebagai upaya memudahkan masyarakat 

dalam bertransaksi dan sebagai upaya menyukseskan transaksi non tunai; dan 

22. Mensosialisasi dan menyebarluaskan informasi berkenan anfaat Transaksi Non 

Tunai kepada masyarakat; 
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Tidak berbeda dengan sektor pendapatan, pada belanja juga terdapat strategi agar 

program dan kegiatan masing-masing SKPD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang 

sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi 

sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program 

pembangunan, salah satunya melalui instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi.  

Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang 

sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program 

dan kegiatan tersebut oleh masing-masing SKPD dan yang dievaluasi tidak hanya 

kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat 

capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya.  

Tata cara pengendalian ini menempatkan SKPD pada posisi strategis, dimana SKPD 

mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program 

dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian 

dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum 

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang. 

Strategi pencapaian belanja juga merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah 

yang direncanakan untuk memastikan anggaran yang disusun dalam dokumen KUA PPAS 

dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut beberapa strategi 

pencapaian belanja yang dapat dipertimbangkan adalah: 

1. Pengelolaan Anggaran yang Ketat agar memastikan bahwa penggunaan anggaran 

sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan 
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secara rutin terhadap pengeluaran, evaluasi terhadap kebutuhan mendesak, dan 

penyesuaian jika diperlukan. 

2. Pemilihan Vendor dan Kontraktor yang tepat yang memiliki reputasi baik dan 

mampu untuk menjalankan proyek atau menyediakan barang/jasa sesuai dengan 

standar yang diharapkan. Proses seleksi yang transparan dan kompetitif dapat 

meningkatkan efisiensi pengeluaran. 

3. Optimalisasi Proses Pengadaan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses 

pengadaan barang/jasa agar menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan proyek 

atau kegiatan yang direncanakan. 

4. Pengendalian Biaya dengan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap biaya 

yang terkait dengan proyek atau kegiatan tertentu untuk mengidentifikasi potensi 

perubahan anggaran yang diperlukan sejak awal. 

5. Kolaborasi Internal dan Eksternal dengan menggalang dukungan dan kolaborasi dari 

berbagai unit atau pihak terkait di dalam organisasi, serta membangun hubungan 

yang baik dengan mitra eksternal, seperti pemasok atau lembaga pendanaan, untuk 

memastikan pelaksanaan yang lancar dan terkoordinasi. 

6. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan dengan cara menerapkan sistem monitoring 

yang efektif untuk mengukur kemajuan dan hasil dari pengeluaran anggaran. Evaluasi 

berkala dapat membantu dalam menyesuaikan strategi jika ada tantangan atau 

perubahan dalam kebutuhan. 

7. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan memastikan bahwa semua 

pengeluaran anggaran sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal serta eksternal 

yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

8. Penerapan strategi-strategi ini tidak hanya dapat membantu mencapai tujuan 

pencapaian belanja dengan efektif, tetapi juga meningkatkan pengelolaan sumber 

daya organisasi secara keseluruhan. 

 

 

 
































































































































































































